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Komisi Yudisial (KY) memer-
iksa dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan Ketua dan 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Depok, I Wayan Eka Mariarta 
dan Bambang Setyawan, yang 
sebelumnya ditetapkan sebagai 

tersangka kasus dugaan korupsi 
oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KY Desmihardi 
mengatakan pemeriksaan 
tersebut bertujuan mendalami 
dugaan pelanggaran etik yang 
dilakukan kedua hakim tersebut.

“Beberapa hal yang tadi kami 
tanyakan adalah tentunya 

menyangkut dengan etik yang 
dilanggar atau pelanggaran etik 
yang dilakukan oleh Ketua dan 
Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Depok ini,” ujar Desmihardi 
di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Jumat.

Pimpinan MPR dorong per-
cepatan pengesahan RUU 
MHA jadi undang-undang

JAKARTA |  Harian Merdeka

Wakil Ketua MPR RI Lestari 
Moerdijat mendorong pengua-
tan eksistensi masyarakat adat 
dengan segera mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang 
Masyarakat Hukum Adat (RUU 
MHA) menjadi undang-undang.

Polri Pastikan Selidiki 
Dugaan Penyiraman Air 
Keras Terhadap Aktivis 
Kontras

JAKARTA |  Harian Merdeka

Kepolisian Negara Republik 
Indonesia tengah melakukan 
penyelidikan atas dugaan tin-
dak pidana penganiayaan berat 
berupa penyiraman air keras 
terhadap AY yang diketahui seb-
agai Wakil Koordinator Kontras. 
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Konflik Timur Tengah,Indonesia Tunda KTT 
D-8 Sampai Waktu yang Belum Ditentukan

JAKARTA |  
Harian Merdeka

Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia (Kemlu RI) 
memutuskan menunda peny-
elenggaraan Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Developing Eight 
(D-8), forum kerja sama eko-
nomi negara-negara berkem-
bang, yang semula dijadwalkan 
berlangsung di Jakarta pada 15 
April 2026.

Penundaan tersebut dipicu 
oleh eskalasi konflik di Timur 
Tengah yang hingga kini belum 
menunjukkan tanda-tanda 
mereda.

Direktur Jenderal Kerja Sama 
Multilateral Kemlu RI, Tri 
Tharyat, menyatakan keputusan 
itu diambil setelah mempertim-
bangkan situasi keamanan yang 
tidak stabil di kawasan Timur 
Tengah.

Pemerintah Indonesia telah 
mengirimkan surat resmi pem-
beritahuan kepada seluruh 
negara anggota D-8. “Akhirnya 
pada tadi malam Bapak Menteri 
Luar Negeri menandatangani 
surat dari Pak Menlu kepada 
mitra-mitranya yang berisikan 
penundaan pelaksanaan KTT 
D-8 dan juga seluruh rangkaian 
kegiatannya,” kata Tri me-
lalui keterangan resmi, dalam 
Taklimat Media di kantor Kemlu 
RI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
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Penundaan itu mencakup selu-
ruh agenda KTT D-8 yang sebel-
umnya telah dijadwalkan, terma-
suk Konferensi Tingkat Menteri 
Luar Negeri pada 14 April serta 
pertemuan tingkat komisioner 

pada 12–13 Maret 2026.
Tri menegaskan,  seluruh 

negara anggota telah menerima 
pemberitahuan tersebut dan me-
mahami keputusan yang diambil 
Indonesia sebagai tuan rumah. 

“Penetapan tanggal baru akan 
dibahas lebih lanjut pada waktu 
yang tepat. Untuk saat ini, situasi 
di Timur Tengah masih berkem-
bang,” ujarnya.  

n (Agus)
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Heboh sebuah video 
yang memperlihatkan 
perampok kabur ke 

rumah warga setelah jatuh 
ditabrak mobil korban 
di Kampung Pabuaran 
Desa Bugel, Kecamatan 
Tigaraksa, Kabupaten 
Tangerang pada Kamis 

(12/3/2026) sore.
Dalam rekaman videonya, 

tampak Pengemudi itu 
Nyaris kehilangan uang ra-
tusan juta rupiah tersebut. 

“Uang ratusan Juta 

Nyaris Raib, Pengemudi di 
Tangerang Tabrak Motor 
Rampok Hingga Jatuh” 
tulisnya dalam keterangan 
video dikutip pada Sabtu 
(14/3/2026).

Namun, hingga berita ini 
dimuat, belum ada ket-
erangan resmi dari pihak 
kepolisian terkait adanya 
perampok di wilayah huk-
umnya tersebut.  (Agus)

Heboh, Pengemudi  di Tangerang Tabrak Rampok Hingga 
Jatuh,Uang  Ratusan Juta Nyaris Hilang

Dugaan Korupsi Tambang Ilegal Rp 2,6 Triliun, Sohat 
Chairil dan Sohut Chairil Miliki Peran di PT JMB Group
JAKARTA  | 
Harian Merdeka

Kasus dugaan pertambangan 
batu bara ilegal yang melibatkan 
PT JMB Group memasuki babak 
baru yang semakin memanas. 
Fokus penyidikan kini mengarah 
tajam pada dugaan keterlibatan 
Sohat Chairil dan Sohut Chairil se-
bagai sosok bene� cial owner atau 
penerima manfaat utama dari 
skandal yang merugikan negara 
hingga Rp2,6 triliun tersebut.

Aktivitas ilegal ini diketahui 
mengeksploitasi lahan negara 
seluas 1.600 hektar. Lahan terse-
but merupakan Hak Pengelolaan 
Lahan (HPL) Nomor 01 milik 
Kementerian Tenaga Kerja dan 
(dahulu Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi).

Gurita Perusahaan di Lahan 
Negara

Praktik pengerukan sumber 
daya alam tanpa izin ini diduga 
dijalankan melalui jaringan tiga 
korporasi yang saling tera� liasi, 
yakni:
• PT JMB
• PT ABE
• PT KRA

Meski beroperasi di atas la-
han milik pemerintah, aktivitas 
pertambangan ini dilaporkan 
berjalan bertahun-tahun tanpa 
kontribusi resmi yang sesuai bagi 
kas negara, melainkan justru 
memperkaya segelintir individu.

Enam Tersangka Telah Ditahan, 
Aktor Utama Masih Diburu

Sejauh ini, pihak berwenang 

Chairil dan Sohut Chairil Miliki Peran di PT JMB Group
telah menetapkan dan menahan enam 
orang tersangka yang dianggap ber-
tanggung jawab secara administratif 
dan operasional. Keenam tersangka 
tersebut adalah:
• 3 Mantan Kepala Dinas 

Pertambangan dan Energi: Diduga 
berperan dalam memberikan celah 
regulasi dan pembiaran.

• 3 Mantan Direktur PT JMB Group: 
Bertanggung jawab langsung atas 
teknis operasional di lapangan.

 Namun, pengamat hu-
kum mendesak agar 
penegakan hu-
kum tidak ber-
henti di level 
manajerial. 
Nama Sohat 
Chairil dan 
Sohut Chairil 
kini menjadi 
sorotan pub-
lik karena 
diduga kuat 
sebagai 
“dalang” 
yang men-
gendalikan 
aliran dana 
dari hasil 
tambang 
tersebut.

 Pelacakan 
Aset: Dari 
Hotel Mewah 
hingga Kebun 
Sawit

 Keuntungan 
fantastis seni-
lai Rp2,6 triliun 
tersebut diduga 

tidak mengendap di rekening peru-
sahaan, melainkan telah dialirkan ke 
berbagai sektor untuk menyamarkan 
asal-usulnya (pencucian uang).

 Berdasarkan informasi yang dihim-
pun, tim penyidik kini tengah meman-
tau sejumlah aset yang diduga milik 
kedua sosok tersebut, di antaranya:

1. Sektor Perhotelan: Sejumlah hotel 
mewah yang berlokasi di pusat bis-
nis Jakarta.

2. Sektor Perkebunan: Lahan kelapa sawit 
dalam skala luas yang tersebar di 

wilayah Bangka Belitung dan 
Kalimantan Timur.
3. Properti: Berbagai 
aset tak bergerak di lokasi 
strategis nasional.

“Penegakan hukum 
harus menyasar hingga 
ke akar, termasuk penge-
jaran aset (asset recov-
ery) dari para penikmat 
utama hasil kerusakan 
lingkungan ini,” ujar 
seorang pengamat hu-
kum sumber daya alam.

Kasus ini menjadi 
alarm keras bagi 
pemerintah untuk 
memperketat penga-
wasan lahan trans-
migrasi agar tidak 
disalahgunakan 
oleh korporasi demi 
keuntungan pribadi. 
Publik kini menanti 
keberanian aparat 
penegak hukum 
untuk menyeret para 

bene� cial owner ke 
meja hijau. (Agus)
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Perhimpunan Bantuan Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Indonesia 
(PBHI) Jakarta mengutuk aksi pe-
nyiraman air keras kepada Andrie 
Yunus, Wakil Koordinator Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan (KontraS), 
di kawasan Jalan Salemba I 
Talang, Jakarta Pusat pada Kamis 
(12/3/2026) pukul 23.00 WIB. 
Mendesak polri segera melaku-
kan pemetaan dan menangkap 
pelaku sekaligus otak dibalik per-
cobaan dan pembunuhan terha-
dap Wakil Koordinator KontraS

“PBHI Jakarta desak Polri untuk 
segera gerak cepat identifikasi 
pelaku dan  penyelidikan me-
nyeluruh. Sebab, bukan tidak 
mungkin motif dan dalang 
dibalik penyerangan tersebut 

NIAS UTARA  | 
Harian Merdeka

Orang tua seorang anak berusia 
lima tahun yang menjadi korban 
gigitan anjing di Desa Bitaya, 
Kecamatan Alasa, Kabupaten 
Nias Utara, meminta polisi 
segera memproses hukum pemi-
lik hewan tersebut.

Korban berinisial IZ mengalami 
luka gigitan pada bagian paha 
setelah diserang anjing pelihara-

an tetangganya yang disebut-
sebut merupakan Ketua Rukun 
Tetangga (RT) berinisial FSZ. 
Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 
10 Februari 2026 sekitar pukul 
13.00 WIB.

Ayah korban, Sadirma Zalukhu, 
mengatakan anaknya saat itu be-
rada di rumah kerabat yang ber-
jarak sekitar 50 meter dari rumah 
mereka.

“Tiba-tiba ada yang berteriak 
memanggil istri saya dan mem-
beri tahu bahwa anak kami telah 
digigit anjing,” kata Sadirma 
kepada kepada Harian Merdeka, 
via sambungan telfon selular 
Kamis, 12 Maret 2026.

Mendengar kabar tersebut, 
ibu korban segera berlari meng-
hampiri anaknya yang saat itu 
menangis kesakitan akibat gigi-
tan anjing. Korban kemudian 
dilarikan ke Puskesmas Afulu 
untuk mendapatkan perawatan 
medis.

Menurut hasil pemeriksaan 
dokter, korban mengalami luka 
gigitan hewan atau vulnus mor-
sum pada bagian paha.

Sadirma mengatakan istrinya 
sempat mendatangi rumah 
pemilik anjing untuk meminta 
pertanggungjawaban. Namun re-
spons yang diterima dinilai tidak 
menunjukkan itikad baik.

“Istri saya datang ke rumahnya, 
tapi dia malah mengatakan bu-
kan dia yang menyuruh anjing 
itu menggigit anak kami,” ujar 
Sadirma menirukan ucapan ter-
lapor.

Keluarga korban mengaku telah 
mencoba menyelesaikan persoa-
lan tersebut secara kekeluargaan 
melalui mediasi di tingkat desa. 
Namun upaya itu tidak mencapai 
kesepakatan.

Karena itu, pada 19 Februari 
2026, keluarga korban melapor-
kan peristiwa tersebut ke Polsek 
Alasa, Polres Nias. Dia beralasan, 

akibat peristiwa itu hingga saat 
ini, anaknya masih lema dan 
demam.

“Kami sudah menempuh jalur 
damai, tetapi tidak ada tang-
gung jawab dari pemilik anjing. 
Kami berharap laporan ini segera 
diproses sesuai hukum yang ber-
laku,” kata Sadirma.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi 
Humas Polres Nias, Aipda 
Motivasi Gea, membenarkan 
laporan tersebut sedang ditan-
gani polisi.

Menurut dia, penyidik telah 
meminta keterangan dari pel-
apor dan sejumlah saksi.

“Informasi dari Kapolsek Alasa, 
kemarin tiga orang sudah dim-
intai keterangan. Untuk terlapor 
akan segera dipanggil dalam 
waktu dekat,” kata Motivasi, 
kepada Harian Merdeka, Jumat 
(13/03/2026). 

n (Adi)

Orang Tua Anak Korban Gigitan Anjing Minta Polisi Proses Pemilik Hewan

PBHI Jakarta Kutuk Penyiraman Air Keras Andrie 
Yunus, Alarm Bagi Aktivis dan Pembela HAM

mengarah kepada pembungka-
man total”- ucap Ketua PBHI 
Jakarta, Muhammad Ridwan 
Ristomoyo, Sabtu, 14 Maret 2026, 
di Sekretariat PBHI Jakarta, Jl, 
Hang Jebat III, Kebayoran Baru 

Ridwan menilai, peristwa keji 
yang dialami oleh aktivis dan 
pejuang Andrie Yunus adalah 
gejala serius dari otoritarianisme. 
Menurutnya yang menimpa Wakil 
Koordinator KontraS merupakam 

tindakan represi terukur terhadap 
aktivis dan pembela HAM dalam 
upaya memperkecil kritik.  

Berdasarkan data 2025 ke-
marin yang di catat Organisasi 
Masyarakat Sipil mencatat seban-
yak 283 pembela HAM mengal-
ami serangan karena kerja-kerja 
mereka sepanjang 2025. Antara 
lain, kriminalisasi, penangkapan, 
pelaporan ke polisi dan perco-
baan pembunuhan. Mayoritas 
dari pembela HAM yang mengal-
ami serangan adalah jurnalis dan 
masyarakat adat, masing-masing 
sebanyak 106 dan 74 orang, 

“Sekali lagi peristiwa ini adalah 
alarm bagi aktivis dan pembela 
HAM. Kita harus mengingat kem-
bali satu tahun Pemerintahan 
Prabowo kebebasan sipil kian 
menyusut dan buruk. Ini alarm 
bagi kehidupan bernegara”,-tutup 
Ridwan. n (Agus)

www.harianmerdeka.co
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Safari Ramadan di UNIMAR, 
Wagub Dimyati Serahkan 
Bantuan untuk Muhammadiyah

BANTEN |  
Harian Merdeka

Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Banten meng-
gelar kegiatan Safari 
Ramadan 1447 H / 2026 
M yang berlangsung di 
Universitas Muhammadiyah 
AR Fachruddin (Unimar), 
Kabupaten Tangerang, Jumat 
(13/3/2026). Wakil Gubernur 
(Wagub) Achmad Dimyati 
Natakusumah, memberikan 
sejumlah bantuan kepada 
pihak Muhammadiyah di 
lokasi tersebut. 

“Alhamdulillah, kami 
mendapatkan tiga ban-
tuan, yakni bantuan untuk 
masjid sebesar Rp10 juta 
untuk rehabilitasi, ban-
tuan pesantren sebesar Rp5 
juta untuk renovasi, serta 
bantuan beasiswa sebesar 
Rp300 ribu bagi siswa SMP 
dan SMA Muhammadiyah 
Tangerang,” kata perwakilan 
SMP Muhammadiyah 
Boarding School Tangerang, 
Thoat Hamim. 

Bantuan yang diberikan 
Pemprov Banten menjadi 

bentuk kepedulian pemer-
intah bagi Muhammadiyah 
di Kabupaten Tangerang. Ia 
menyampaikan terima kasih 
atas bantuan yang diberikan. 

Sementara itu, Wagub 
Dimyati mengatakan, 
Safari Ramadan menjadi 
momentum mempererat 
silaturahmi antara pemer-
intah daerah dan organisasi 
kemasyarakatan, termasuk 
Muhammadiyah dan Unimar 
dapat terus berkembang 
dan memberikan kontribusi 
dalam pembangunan sum-
ber daya manusia di Banten.

“Mudah-mudahan 
UNIMAR terus berkembang 
dan Muhammadiyah terus 
meningkat,” ucapnya. 

Sementara itu, Ketua PW 
Muhammadiyah Banten KH 
M Syamsudin mengatakan, 
pihaknya terus melakukan 
sinergi, kolaborasi, dan kon-
tribusi dengan pemerintah 
daerah dalam pembangunan. 
Muhammadiyah di Banten 
memiliki potensi seperti per-
guruan tinggi, sekolah, dan 
lembaga sosial yang dapat 
mendukung program pem-
bangunan pemerintah.

“Dalam Safari Ramadan ini 
kami mengundang pimpi-
nan-pimpinan daerah supa-
ya program pemerintah den-
gan Muhammadiyah dapat 
saling menguatkan, saling 
memberi kontribusi positif,” 
pungkasnya. n (hmi)

Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan Ingatkan Perusahaan 
Bayar THR Tepat Waktu

TANGSEL |   
Harian Merdeka

Pemerintah Kota 
Tangerang Selatan me-
lalui Dinas Tenaga Kerja 
(Disnaker) membuka 
Posko Konsultasi dan 
Pengaduan Tunjangan 
Hari Raya (THR) 

Keagamaan 2026 mulai 9 hingga 31 Maret 2026.
Posko tersebut dibuka untuk memastikan hak 

pekerja atau buruh terpenuhi menjelang Hari 
Raya, sekaligus memberikan ruang konsultasi 
apabila terjadi kendala dalam pembayaran THR 
oleh perusahaan.

Layanan posko berlokasi di Kantor Disnaker 
Tangsel, Gedung Arsip Lantai 5. Selain datang 
langsung, pekerja juga dapat menyampaikan 
pengaduan melalui email resmi disnaker.tang-
sel@gmail.com atau melalui laman Kementerian 
Ketenagakerjaan di poskothr.kemnaker.go.id.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang 
Selatan Sabam Maringan mengatakan, pem-
bukaan posko tersebut merupakan bentuk 
komitmen pemerintah daerah dalam mengawal 
pemenuhan hak pekerja.

“Kami membuka posko ini sebagai bentuk 
komitmen pemerintah dalam melindungi hak 
pekerja. Apabila sampai tujuh hari sebelum 
Hari Raya THR belum dibayarkan, pekerja dapat 
segera melapor,” ujarnya, dikutip Wartawan, 
Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan 
ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Apabila terdapat laporan perusahaan tidak 
membayarkan THR sesuai ketentuan, Disnaker 
Tangsel akan meneruskan laporan tersebut kepa-
da Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Banten selaku pengawas ketenagakerjaan untuk 
diproses lebih lanjut.

Selain itu, jika laporan disampaikan sebagai 
perselisihan hak, Disnaker Tangsel dapat melaku-
kan pencatatan serta memfasilitasi proses me-
diasi antara pekerja dan perusahaan.

Sabam menjelaskan, ketentuan pembayaran 
THR mengacu pada Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yang me-
nyebutkan bahwa perusahaan wajib membayar-
kan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari 
sebelum Hari Raya.

“Perusahaan yang tidak membayarkan THR 
sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi admi-
nistratif,” katanya.

n (Wil/dam)
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